
PERATURAN DAEMH MBUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAEMH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2OO7

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MARAWOLA BAMT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

N,lenimbang r a.

BUPATI DONGGALA,

bahwa Desa Malino, Desa Ongulara, dan Desa
Lumbulama secara geografis dan akses
transportasi darat sangat jauh dijangkau dari ibu
kota Kecamatan Marawola Barat seda rentang
kendali pelayanan kepada masyarakal tidak
maksimal, sehingga perlu melakukan Peruoanan
atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahrn 2OO7
ientang Pembenfukan Kecamatan marawola Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor2 Tahun
2007 tentang Pembenlukan Kecamatan Marawota
Barat.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenlang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun '1959 Nomor 74, Tambahan LemDaran
Negara Republak Indonesia Nomor 1822);

b.

Mengingat : 1.



2.

4.

Undanq-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

ion.eiu""i Sumber Daya Alam Hayati dan

Et<osistemnya (Lembaran Negara Republik IndG

nesia Tahun 1990 Nomor49, Tambahan Lembaran

Neoara Republik Indonesia Nomor 3419)l

unlano-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Penoelilaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

neo.-unf if. Indonesia Tahun 1997 Nomor 68'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3699);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun '1999 tentang

Kenuta-nan (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

f.teoara RepuUlik Indonesia Nomor 3888)

seb-aqaimana telah diubah dengan Undang-

Undaig Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peratuian Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undanq-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

i"t uta-nan Men;adi Unoang-Undang (Lembaran

ri"oai" i"puurii rndonesia Tahun 2004 Nomor 86'

fariUanan'Lemnaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4412);
Undanq-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembdntukan Peraturan Perund ang- u nd ang an

fL"tU"t"n Negara Republik Indonesia Tahun

)O-O+ tlotot 53, Tambahan Lembaran Negara

Reoublik Indonesia 4389);

unO"nq-UnOang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

p"."t]nt"nrn Daerah (Lembaran Negara

n""luiir lndonesia Tahun 2004 Nomor 125'

i)tio"nl" Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor qa34 sebagaimana telah diubah <lengan

UnO"ng-Und"ng Nomor-8 Tahun 2005 tentang
panetaoan Peraturan Pemerintah Pengganti

unoani-unoang Nomor 3 idhun 2005 tentang

i"tuou"nun ,t"" undang-Undang Nomor 32 Tahun

5.

o.



7.

2004 tentang Pemerinlahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
tantang Suaka Alam dan Kawasan pelestarian
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
'1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Neoara
Republik Indonesia Nomor 3838):
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4385);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146
,IrrBE|lgrb-arfQaaRegtkbE *af.trrs4452):

8.

9.

10.

1't.

12.



Menetapkan

13. peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004tentang pertin_d_un gan tlutan lLemLin l,legaraRepublik_ Indonesia 
.T€hun )oOl_iJrnor, oz,

Iffi?%f"aran Nesara n"projirirnoon"riu

14. peraturan pemerinlah Nomor 72 Tahun 2005rentang D.esa (Lembaran fV"g"o R";irft tnOo_nesia Tahun 2005 Nomoi fSO, iamOananLembaran Negara Republit tnOonesia rvomor4587);
15. peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 200gtentang Kecamatan 

^(-Lembaran 
Negara.iepuOf fIndonesia Tahun 2008 womor tiil.iamuatran

Lembaran Negara Republik Indonesil ruomor4586);
16. Keputusan presiden Republik lndonesia Nomor 32Tahun 19

,,no,n g rLl;, liH R;;:r;l,,iffi I i::ffi :Tahun 1990 Nomor 12d, f"rO"h"n.L"l,O"ran
Negara Republik Indonesia Norno, iSr),''.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH KABUPATEN DONGGALA
0an

BUPATIDONGGALA

MEMUTUSIGN:

I5I1T9IAN DAEMH TENTANG PERUBAHAN
ATAS- PERATURAN DAERAH xeauFaiiiv
ggIgGAu NoMoR 2 rAHUN 2007 TENTANG
PEJUBENTUKAN KECAMATAN MARAWOL;
BARAT
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 2 Tahun.2007 tentang Pembentukan Kecamalan Marawola Barat
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayal (2) huruf j, huruf k, dan huruf I dihapus,
sehingga keseturuhan Pasal 2 ryat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Kecamatan Marawola Baral setelah dikurangi 3 (tiga) Desa menjadi
10 (sepuluh) Desa, terdiri dari :

a. Desa WaW;
b. Desa Taipanggabe:
c. Desa Matantimali:
d. Desa Lewara;
e. Desa Dombu:
f. Desa Soi;
g. Desa Wugaga;
h. Desa Panasibaja;
i. Desa Ongulero; dan
j. Desa Wiapore.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4
ayat (1) berbunyi :

Pasal 4

(1) Luas wilayah kecamatan Marawola Barat setelah dikurangi 3 (tiga)
Desa menjadi 300 Km2, dengan batas-batas administrasi
sebagai b€rikut :

a. sebelah utiara berbaban derBan Kecamatan Eanav\a Sehan;
' b. sebebh selatan berba&n dengan Kecamatan Pinembani;
c. sebelah timur t erbatasan dengan Kecamatan Kinovaru; dan
d. sebelah barat berbatasan denoan Provinsi Sulawesi Barat.
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Pasal ll

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuanya, memerintahkan pengundangan
Peraluran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggata
pada tanggal 7 Mei 2008

BUPATIDONGGALA,

ttd
HABIRPONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALATAHUN 2OO8 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPAI.ABAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP : 570 011 849.-
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